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AUDIT  INTERNAL  DAN  

AUDIT  EKSTERNAL  SEKTOR  PUBLIK

1.    P e n d a h u l u a n

       a.   Tujuan Pembelajaran

              Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 

           1)  Memahami konsep auditan, auditor dan receipent,
           2)  Memahami dan menjelaskan audit internal dan audit eksternal,
           3)  Dapat memahami dan menjelaskan kharaktersiik auditor internal dan auditor eksternal, 

           4)   Dapat memahami dan menjelaskan tujuan review audit sektor publik, 

           5)  Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini,

           6)  Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan audit internal dan audit eksternal.

b.   Pokok  Bahasan

      1)  Pengertian auditor, auditi dan receipent.

      2)  Audit internal dn audit eksternal,

      3)  Kharakteristik auditor internal dan eksternal,

      4)  Tujuan review audit 

1) Rangkuman 

2) Latihan Soal dan kasus
c.    Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  Studi kasus dan pembahasan,
2.  Pokok  Bahasan ;
     a.    Pengantar

          Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). 
Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya tentang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai informasi, laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipandang sebagai: alat pertanggungjawaban, alat pengendalian, alat mengkomunikasikan hasil kepada struktur yang lebih tinggi, alat untuk menilai kinerja, dan alat untuk referensi di masa yang akan datang.

         Agar layak menjadi pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, laporan keuangan yang disampaikan harus memenuhi syarat bebas dari salah saji material dan disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Salah saji material merupakan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja dalam penyajian informasi keuangan yang dapat merubah kesimpulan dan keputusan yang diambil. Sedangkan SAKD adalah sistem akuntansi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pemerintah daerah. 

         Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban maka diperlukan pihak lain yang independen dan obyektif untuk melakukan penilaian atas kelayakan tersebut. Kegiatan penilaian tersebut lajim disebut sebagai audit atau pemeriksaan. Pihak independen dan obyektif tersebut selanjutnya dikenal sebagai auditor, sedangkan pihak yang diaudit disebut sebagai auditan atau auditi.
     b.    Auditor Eksternal dan Auditor Internal

         Dari sisi hubungan organisasi auditan dengan auditor, dikenal adanya 2 (dua) kelompok auditor, yaitu (1) auditor eksternal dan (2) auditor internal. Auditor eksternal sering juga disebut sebagai auditor independen karena tidak memiliki hubungan organisasi dengan pihak yang diaudit. 
         Dalam lingkup pemerintah daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan auditor eksternal. Dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya BPK dapat menugaskan pihak lain seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kewenangan BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

          Dalam hal pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, auditor internal pemerintah daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat. Hingga modul ini disusun belum seluruh pemerintah daerah menamai organisasi auditor internal-nya sebagai inspektorat.

Beberapa pemerintah daerah masih menamakan organisasi auditor internal-nya sebagai Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

         Oleh karena inspektorat dan bawasda memiliki arti dan makna yang sama sebagai auditor internal pemerintah daerah, modul ini akan menyebut keduanya atau saling menggantikan. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah disebut Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP).

          Walau sama-sama melakukan pemeriksaan atas sumber dan bahan yang sama - laporan keuangan pemerintah daerah, auditor eksternal dan auditor internal memiliki pendekatan penilaian yang berbeda. Auditor eksternal fokus pada penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di masa yang telah lewat. 
           Sedangkan auditor internal menilai kegiatan di masa lalu dan sekarang untuk fokus pada perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan.

Karakter Auditor Eksternal - Auditor Internal 
Berdasarkan karakter yang dimilikinya, perbedaan auditor eksternal dengan auditor internal dapat dijelaskan berikut ini.
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1)  Karakter Auditor Eksternal Auditor Internal
                Status kepegawaian Auditor Eksternal atau pemeriksa merupakan orang di luar pemerintah daerah. Sedangkan auditor atau pemeriksa atau inspektur atau pejabat pengawas pemerintah merupakan pegawai pemerintah pusat/daerah Pihak yang dilayani, seperti DPRD, Pemerintah Pusat, dan masyarakat yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan APBD/APBN  dan pertanggung-jawabannya. 

                 Melayani kepala daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah.  Fokus audit pada penilaian penyajian dan perhitungan serta ketaatan adalah pada peraturan, sedangkan  fokus pada perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa depan adalah dengan mengevaluasi pengendalian internal. 
                Sikap terhadap kecurangan secara umum memperhatikan dan melakukan pencegahan serta pendeteksian terjadinya kecurangan. Perhatian akan lebih bila kecurangan yang dideteksi mempengaruhi laporan keuangan secar  material Terlibat langsung dalam pencegahan kecurangan dengan segala bentuknyaoranerah
            Perbedaan karakter tersebut di atas penting dikenali karena akan menghasilkan perbedaan peran kedua organisasi auditor ini terhadap pihak yang dilayani dan pihak yang diaudit. 

Dalam hal auditor eksternal, hasil audit merupakan penilaian atas kelayakan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

         Selanjutnya, hasil audit disampaikan kepada kepala daerah dan DPRD yang bersangkutan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hasil audit BPK tersebut juga di-down load pada website BPK sehingga dapat di-akses berbagai kalangan umum.

         Bagi pihak yang diaudit kepala daerah, hasil audit dapat dipandang sebagai hasil penilaian final atas penyelenggaraan pengelolaan APBD yang menjadi tanggunjawabnya. Walau hasil audit BPK memuat saran dan rekomendasi perbaikan serta penyempurnaan namun hal tersebut tidak merubah penilaian yang telah dilakukan.

Bagi pihak yang dilayani hasil audit BPK akan menjadi dasar pertimbangan untuk hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada: 

*  DPRD - bahan pertimbangan pembahasan pertanggungjawaban kepala daerah.

*    Pemerintah - bahan pertimbangan untuk kebijakan strategis.

           2)   Karakter Auditor Eksternal Auditor Internal

         Independen dalam kenyataan dan mental terhadap pemerintahan daerah Independen terhadap aktivitas yang diawasi atau diaudit tetapi bersedia menanggapi kebutuhan dan keinginan dari berbagai tingkatan manajemen

Frekuensi Penelaahan atas informasi yang terkait dengan laporan keuangan dilakukan secara periodik, misalnya setahun sekali.  Penelaahan atas informasi dan aktivitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan secara terus menerus pembangunan, seperti kebijakan pengelolaan dana perimbangan.

a) Masyarakat ; - bahan pertimbangan untuk berbagai hal tergantung kepentingannya masing-masing. 

        Masyarakat sendiri terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang dapat berbentuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi kedaerahan, bahkan pribadi-pribadi yang berdiri sendiri.

Dalam hal auditor internal, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hasil kegiatan inspektorat (bawasda) antara lain disampaikan kepada:

                  b)  Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan BPK Perwakilan.

c)   Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan. 

         Bagi kepala daerah, hasil pemeriksaan inspektorat merupakan informasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerahnya (SKPD dan SKPKD). Selanjutnya, kepala daerah akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat sebagai upaya untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan menyempurnakan pengelolaan APBD pada organisasi perangkat daerahnya.

         Dari tinjauan manajemen, inspektorat menjalankan fungsi pengawasan kepala daerah. Dengan demikian baik atau buruknya hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sesungguhnya mencerminkan kualitas kepala daerah menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya.

          Dalam mekanisme pengelolaan APBD, sesungguhnya inspektorat merupakan komponen penting dari sistem peringatan dini (early warning system) yang dimiliki kepala daerah. 
Kepala daerah seyogyanya mengetahui dengan baik bagaimana masingmasing organisasi perangkat daerah melaksanakan tanggungjawab pengelolaan APBD-nya. Idealnya, inspektorat melakukan pemeriksaan dan penilaian tersebut sebelum BPK sebagai auditor eksternal datang melakukan audit.

Bagi auditan - SKPD dan SKPKD, penilaian yang dilakukan inspektorat seyogyanya menjadi masukan yang berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pengelolaan APBDnya.

          Inspektorat sesungguhnya merupakan konsultan dan mitra auditan yang penting dalam meningkatkan tatakelola yang baik (good governance).

Bagi Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan BPK Perwakilan, laporan inspektorat yang ditembuskan padanya mencerminkan berjalan tidaknya fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawab kepala daerah. Inspektorat dapat saja menyembunyikan fakta yang tidak benar dalam laporan yang disampaikan. 

            Tetapi bila kemudian BPK menemukan fakta yang tidak benar tersebut dan mengungkapkan hal dimaksud dalam laporan hasil auditnya, kepala daerah sebagai penanggungjawab pemerintahan daerah tentu akan dihadapkan pada posisi yang sulit. Kepala daerah yang bersangkutan dapat saja dianggap tidak akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

            Fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang memberi masukan kepada manajemen tentang hal yang sesungguhnya terjadi dalam fungsi pelaksanaan. Hasil pengawasan akan menjadi bahan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas perencanaan dan pelaksanaan. Jika fungsi pengawasan tidak bejalan sebagaimana mestinya, maka sudah dapat dipastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan tidak akan baik.
c.  Tujuan  Review
Reviu atas laporan keuangan ditujukan untuk menginformasikan epada kepala daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab masingmasing organisasi perangkat daerahnya. Informasi tersebut selanjutnya digunakan kepala daerah untuk memperbaiki ketepatan dan kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku serta

meningkatkan kinerja masing-masing organisasi perangkat daerahnya.

Agar informasi yang disampaikan inspektorat (bawasda) tersebut memiliki nilai tambah bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa depan maka serangkaian proses dan teknik reviu harus dilakukan untuk:
1) Meneliti dan menilai baik-tidaknya, memadai-tidaknya penerapan pengen-dalian yang dilakukan oleh para auditan terhadap penyelenggaraan akuntansi, keuangan, dan operasional, serta meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

2)  Meyakinkan sejauhmana peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan telah ditaati auditan.

3)  Memeriksa sejauhmana kekayaan/harta pemerintah daerah dapat dipertang-gungjawabkan dan diamankan terhadap segala bentuk gangguan yang dapat menimbulkan kerugian/ kehilangan.

4) Memeriksa sejauhmana pengelolaan administrasi yang dilakukan dapat diandalkan.

5) Menilai mutu hasil pekerjaan/kegiatan terkait dengan pelaksanaan tangungjawab atau kewajiban.

6) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi/saran untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan ke-ekonomisan dalam pencapaian kinerja auditan.

Reviu Laporangan Daerah

         d.    Dukungan Kepala Daerah

           Dukungan Kepala Daerah dilakukan inspektorat (bawasda) hendaknya benar dan nyata bentuknya agar temuan dan rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh auditan (SKPD dan dukungan kepala daerah terhadap kegiatan reviu yang SKPKD). Dukungan disini termasuk melindungi pereviu atau Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) apabila pekerjaannya dalam mengungkapkan temuan atau menyampaikan rekomendasi mendapat tentangan atau penolakan dari jajaran pimpinan auditan tertentu yang merasa bahwa segala hak kewenangannya tidak dapat diganggu gugat. Termasuk dalam hal ini dukungan menghadapi hambatan-hambatan kecil dalam pelaksanaan reviu yang bertanggungjawab.

           Kepala daerah selayaknya mendukung kegiatan reviu yang dilakukan inspektorat (bawasda) bukan karena tuntutan peraturan perundang-undangan semata tetapi karena tujuan keberadaannya yang fokus pada perbaikan dan peningkatan kinerja. 
           Kompleksnya masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan luasnya rentang kendali dapat mengakibatkan kepala daerah lepas kendali dalam mengarahkan organisasi perangkat daerahnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
          Agar organisasi perangkat daerahnya tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, kepala daerah membutuhkan informasi yang nyata yang diperoleh melalui penilaian yang independen dan obyektif atas pelaksanaan APBD – sesuatu yang dimiliki dan menjadi tugas pokok serta fungsi inspektorat (bawasda).

          Peran inspektorat sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) dan pendorong keterlaksanaan tatakelola yang baik (good governance) mendapat dukungan penuh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, keberadaan inspektorat bagi kepala daerah dan auditan merupakan suatu hal yang terberi (given) dan tidak dapat dihindari dimana hasil pemeriksaannya pun ditembuskan kepada berbagai pihak selain disampaikan kepada kepala daerahnya masing-masing. 
            Dari perspektif negatif, keberadaan inspektorat bisa jadi dianggap sebagai 'kerikil' yang menyusahkan karena menginformasikan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Bagi kepala daerah dan auditan yang ber-perspektif seperti ini keberadaan inspektorat merupakan bencana yang harus dibatasi ruanglingkup kegiatan dan keberadaannya.
           Kepala daerah dan auditan yang ber-perspektif negatif dapat saja membatasi keberadaan dan ruang lingkup kegiatan inspektorat.

Namun hal ini dipastikan tidak akan berlangsung lama karena peran pengawasan sebagai umpan balik penyelenggaraan pemerintahan dibuat lebih strategis dan taktis. Secara sistematis melalui laporan hasil kegiatan inspektorat yang ditembuskan kepada berbagai pihak, peran inspektorat yang dibatasi keberadaanya akan terdeteksi.

           Bahkan jika inspektorat menyampaikan laporan yang tidak benar pun akan terdeteksi. Cepat atau lambat kepala daerah yang ber-perspektif negatif akan menghadapi masalah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

            Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, BPK sebagai auditor eksternal berperan menjadi pemain kunci dalam pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan norma pemeriksaan, langkah pertama BPK dalam melakukan audit adalah menilai pengendalian interen pemerintahan daerah yang diperiksanya. Hal ini termasuk menilai independensi dan obyektivitas keberadaan inspektorat (bawasda) pemerintah daerah tersebut. BPK berkepentingan pada penilaian tersebut karena akan menentukan luas dan dalamnya ruang lingkup pemeriksaan serta bukti-bukti yang harus dikumpulkan untuk mendukung simpulan dan rekomendasinya.

           Dari perspektif positif, pengungkapan dan ketidak beresan yang ditemukan dan diungkapkan oleh inspektorat (bawasda) menunjukkan pada berbagai pihak bahwa kepala daerah pada pemerintah daerah tersebut telah menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik.        Berjalannya fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat menjadi indikator berjalannya tatakelola yang baik (good governance) pada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

         Dari sisi inspektorat (bawasda), dukungan peraturan perundang- undangan yang besar terhadap peran, independensi dan obyektivitas tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatannya - simpulan, saran, dan rekomendasiyang dapat meningkatkan kinerja kepala daerahnya.      

         Makin baik reviu yang dilakukan oleh inspektorat (bawasda) akan berpengaruh pada penilaian yang dilakukan BPK atas laporan pertanggungjawaban kepala daerahnya. Untuk mendapatkan kualitas reviu yang baik, inspektorat perlu membenahi dan meningkatkan kualifikasi PPP-nya.

3.   E v a l u a s i

      a.    Rangkuman

           Dari sisi hubungan organisasi auditan dengan auditor, dikenal adanya 2 (dua) kelompok auditor, yaitu (1) auditor eksternal dan (2) auditor internal. 

Status kepegawaian Auditor Eksternal atau pemeriksa merupakan orang di luar pemerintah daerah. Sedangkan auditor atau pemeriksa atau inspektur atau pejabat pengawas pemerintah merupakan pegawai pemerintah pusat/daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  hasil kegiatan inspektorat (bawasda)  disampaikan kepada:

 a)  Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan BPK Perwakilan.

b)     Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan. 

Tujuan Review audit adalah :

1) Meneliti dan menilai baik-tidaknya, memadai-tidaknya penerapan pengen-dalian yang dilakukan oleh para auditan terhadap pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

2)  Meyakinkan sejauhmana peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan telah ditaati auditan.

3)    Memeriksa sejauhmana kekayaan/harta pemerintah daerah dapat dipertang-gungjawabkan. 
4)  Memeriksa sejauhmana pengelolaan administrasi yang dilakukan dapat diandalkan.

5) Menilai mutu hasil pekerjaan/kegiatan terkait dengan pelaksanaan tangungjawab atau kewajiban.

6)  Menyusun dan menyampaikan rekomendasi/saran untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan ke-ekonomisan dalam pencapaian kinerja auditan.

       b)   Latihan  soal

             1)    Ditinjau dari status kepegawaiannya, terdapat perbedaan antara auditor inter-nal dan auditor eksternal.  Jelaskan perbedaan dari kedua statement tersebut?

             2)  Jelaskan isi pokok dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

            3)    Kepada siapa Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah disampaikan?  Mengapa demikian ?

            4)   Apakah tujuan review audit laporan keuangan?  Sebutkan dan jelaskan masing-masing singkat.
            5)      Kepala daerah dan auditan yang ber-perspektif negatif dapat saja membatasi keberadaan dan ruang lingkup kegiatan inspektorat.
                     Apakah yang dimaksud dengan auditan berperspektif positif dan auditan berperspeksif negatif?  Jelaskan.
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